Menimbang

Mengingat

BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI KUNINGAN,

bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 huruf e
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Air Tanabh;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);

Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7043);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintahan Nomor 33 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6881);



Menetapkan :
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12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2017
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provini Jawa
Barat Nomor 203);

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun

2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan
Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2017 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kabupaten Kuningan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kuningan.

Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat
Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kuninga.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kuningan.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank
Jabar Banten cabang Kuningan.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai Pajak.
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Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan wusaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan
usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa
pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas kegiatan pengambilan air
tanah dari sumber alam di dalam permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah
pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan
tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang
terkandung didalamnya.

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di
bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air
tanah, dan air laut yang berada di darat.

Air Permukaan semua air yang terdapat pada permukaan
tanah.

Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau
buatan yang terdapat pada, di atas atau di bawah
permukaan tanah.

Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air
dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat
atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia
serta lingkungannya.

Sungai Besar adalah sungai dengan lebar sungai lebih
besar atau sama dengan 100 (seratus) meter dan yang
mengalir sepanjang tahun dengan debit air stabil tanpa
dipengaruhi oleh perubahan musim kemarau dan
penghujan.

Air Baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang
telah diambil dari sumbernya dan telah siap wuntuk
dimanfaatkan.

Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat NPA,
adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak
air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil
dikalikan dengan harga dasar air.

Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA adalah
harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air
tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan
faktor nilai air.
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Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB, adalah
biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku
tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku
di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan
selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi
ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam
rupiah.

Faktor Nilai Air, yang selanjutnya disingkat FNA, adalah
suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta
peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan
berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta
volume pengambilannya.

Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut
Volume Pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan
meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak
dan/atau sumur bor.

Zona Pengambilan Air Tanah adalah wilayah yang
menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.

Kualitas Air adalah mutu air tanah dari sumber gali,
sumber pasak dan/atau sumur bor.

Sumber Air Alternatif adalah sumber air lainnya di luar air
tanah.

Pemanfaatan Air adalah penggunaan air tanah berdasarkan
jenis pemanfaatannya.

Zona Aman adalah wilayah dimana kondisi air tanah masih
baik, dari segi kualitas maupun kuantitas, dan/atau
vegetasi masih cukup lebat yang menjamin proses infiltrasi
air tanah ke dalam tanah masih dapat berjalan baik dan
lancar.

Zona Aman Terbatas-Rawan adalah wilayah dimana
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sudah
dibatasi setelah dievakuasi pada saat perpanjangan izinnya,
kecuali untuk eksplorasi air tanah.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib  Pajak sebagai sarana dalam  administrasi
perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan
daerahnya.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan
Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada
Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau  kekeliruan dalam  penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak
atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian surat
pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan
dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan  penghitungannya  serta
kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
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Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual
barang yang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak
dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak
dan biaya Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan
Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan
penyanderaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I
(satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



BAB II
OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK,

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK, MASA PAJAK DAN

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 2

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah.

Dikecualikan dari objek PAT adalah :

. pengambilan air tanah oleh pemerintah Kabupaten,;

. keperluan dasar rumah tangga;

pengairan pertanian rakyat;

. peternakan rakyat;

keperluan keagamaan; dan

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk
kepentingan kegiatan Pemerintah atau Pemerintah
Kabupaten.

O 00 T

Pasal 3
Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

Dasar Pengenaan PAT adalah Nilai NPA.

NPA Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air
Tanah.

Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan  berdasarkan  biaya  pemeliharaan dan
pengendalian sumber daya Air Tanah.

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan dn/atau pemanfaatan Air Tanah.

Wilayah Pemnungutan PAT yang terutang merupakan
wilayah ~ Kabupaten tempat pengambilan dan/atau
pemanfaatan Ait Tanah.

Pasal 5

Tarif PAT berdasarkan Peraturan Daerah ditetapkan sebesar
20% (dua puluh persen).

(1)

Pasal 6

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau
Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas
suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu
dalam masa Pajak dalam tahun Pajak atau bagian tahun
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Perpajakan Daerah.
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(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak
yang terutang untuk jenis Pajak yang menjadi dasar bagi
Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak
yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(3) Masa PAT ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan
kalender.

Pasal 7

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8
(1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian
atau seluruh faktor sebagai berikut:
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan,;
e. kualitas air;

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(2) Faktor sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1),
diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan
dalam rupiah ke dalam komponen berikut;

a. sumber daya alam; dan
b. peruntukan dan pengelolaan.

(3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, meliputi faktor sebagai berikut:

a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air tanah; dan
c. kualitas air tanah.

(4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi faktor sebagai
berikut:

a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

b. volumen air tanah yang diambil dan/atau
dimanfaatkan;dan

c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 9

(1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan
huruf b, ditentukan oleh kriteria sebagai berikut:

a. ada sumber air alternatif; atau
b. tidak ada sumber air alternatif.
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Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) huruf c, ditentukan oleh kriteria sebagai
berikut:

a. kualitas air tanah baik; atau
b. kualitas air tanah tidak baik.
Komponen peruntukan dan pengolahan air tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dibedakan

dalam S (lima) kelompok pengguna air tanah yang
ditetapkan dalam bentuk pengusahaan sebagai berikut:

a. Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk
berupa Air, meliputi:

Pemasok Air baku;

Perusahaan Air minum;

Industri air minum dalam kemasan;

Pabrik es kristal; dan

5. Pabrik minuman olahan.

Wb

b. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk
bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi
dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:

1. Industri tekstil;

Pabrik makanan olahan;

Hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
Pabrik kimia

Tempat pengolahan Bahan Beton (Batching Plant);
Industri Peternakan, Perikanan;

Pabrik Kertas; dan

8. Industri farmasi.

Noakowbd

c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk
bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi
dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:

1. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
Usaha persewaan jasa kantor;
Apartemen dan kampus;

Pabrik es skala kecil;

Argo industri;

ok b

Showroom Kendaraan Bermotor; dan
7. Industri pengolahan logam.

d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk
bukan Air untuk membantu proses produksi dengan
penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:

1. Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
Tempat hiburan;

Restoran;

Gudang pendingin;

Pabrik mesin elektronik;

Pencucian kendaraan bermotor;

Kolam renang, Waterboom; dan

® NGk L

Jasa pencucian Pakaian (laundry).



(4)

(1)

(2)

(3)

(1)
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e. Kelompok 5, merupakkan bentuk pengusahaan produk
bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi;

1. Usaha kecil skala rumah tangga;
Rumah makan;

Klinik;

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji;
Tempat istirahat (Rest Area); dan

8. Rumah sakit.

Kelompok penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan
air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau
baku utama.

No R

Pasal 10

Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria
yang memiliki peringkat dan bobot.

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara
eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan
sebagai berikut:

No. Kriteria Peringkat | Bobot

1 | Air Tanah kualitas baik, ada 4 16
Sumber Air alternatif

2 | Air Tanah kualitas baik, tidak 3 9
ada Sumber Air alternatif

3 | Air Tanah kualitas tidak baik, 2 4
ada Sumber Air alternarif

4 | Air tanah kualitas tidak baik, 1 1
tidak ada Sumber Air alternatif

Sumber air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
adalah apabila ada sungai besar dan/atau sumber air
selain air tanah dalam radius 500 (lima ratus) meter dari
lokasi sumur bor air tanah, dan diluar dari itu berarti tidak
ada sumber air alternatif.

Pasal 11

Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), memiliki
nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan
peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel
berikut:

Volume Pengambilan (M3
No | Peruntukan TO0L

0-50 51-500 501-1000 9500 >2500
1 Kelompok 5 1 1,5 2,25 3,38 5,06
2 Kelompok 4 3 4.5 6,75 10,13 15,19
3 Kelompok 3 5 7,5 11,25 16,88 25,31
4 Kelompok 2 7 10,5 15,75 23,63 35,44
5 Kelompok 1 9 13,5 20,25 30,38 45,56




(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai
faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan
dan pengelolaan.

Interval volume pengambilan dapat berubah sesuai dengan
potensi air tanah pada masing-masing Kabupaten.

Pasal 12

Zona pengambilan air tanah dapat ditentukan oleh
Gubernur berdasarkan hasil kajian Dinas serta dapat
dievaluasi sesuai dengan sumber daya air dan daya dukung
air tanah, yaitu:

a. zona aman; atau

b. zona aman terbatas-rawan.

Zona pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dalam
pemberian izin pemakaian dan pengusahaan air tanah.

Badan dapat melakukan pendtaan pemakaian dan
pengusahaan air tanah.

Penyelenggaraan zona pengambilan air tanag sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3),
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 13

Unsur penghitungan NPA terdiri dari volume pengambilan
dan HDA.

Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperoleh dengan rumus berikut:

NPA = (Volume Pengambilan) x HDA

Penghitungan dan penetapan NPA tiap sumur bor air tanah
dapat dilakukan oleh Bupati melalui Dinas sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1), terdiri dari HAB dan FNA.

Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperoleh dengan rumus berikut:

HDA = HAB x FNA

Pasal 15

(1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1), terdiri dari biaya investasi dan volume
pengambilan selama umur produksi.

(2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diperoleh dengan rumus berikut:

Biaya Investasi

HAB = Volume pengambilan selama umur produksi
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(3) HAB untuk wilayah Kabupaten ditetapkan sebesar Rp.....,-
per m3.

(4) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sebesar
RpS500,- (lima ratus rupiah) per m3.

Pasal 16

(1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1), mempunyai bobot masing-masing yang
besarnya ditentukan sebagai berikut:

a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh
persen);dan

b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat
puluh persen).

(2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh dengan rumus berikut:

FNA = 60% S + 40% P

Pasal 17

Ketentuan mengenai HDA berdasarkan komponen peruntukan
dan pengelolaan serta sumber daya alam air tanah, contoh
penghitungan NPA, dan pembagian Kabupatenn berdasarkan
zona pengambilan air tanah, tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 18

(1) Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
wajib mendaftarakan diri dan/atau objek Pajaknya kepada
Bupati atau Kepala Badan dengan menggunakan surat
pendaftaran objek Paajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh
Kepala Badan.

(3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Kepala Badan dapat menerbitkan nomor registrasi,
NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk
jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek pajak.

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang
pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan
dihubungkan dengan nomor induk berusaha.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 19

Bupati atau Kepala Badan melakukan pendataan Wajib
Pajak dan objek pajak untuk memperoleh, melengkapi dan
menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak,
termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan
dapat melibatkan instansi teknis terkait.

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai dasar penetapan PAT.

Pasal 20

Pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah
tanah dilakukan setiap bulan oleh Bappenda Kabupaten
dan apabila diperlukan dapat melibatkan instansi teknis
terkait.

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah.

Bagian Ketiga
Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 21

Bupati atau Kepala Badan menetapkan Pajak terutang
berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dengan menggunakan
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), Bupati
atau Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh
Kabupaten.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain ternyata julmlah Pajak yang terutang lebih besar dari
jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran
objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala
Badan dapat menetapkan Pajak terutang dengan
menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan paling lama
5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
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BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN
DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak
yang terutang dengan menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui bank atau tempat
pembayaran lain yang telah ditunjuk.

(4) Selain sistem pembayaran berbasis elektronik, pembayaran
atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui
pembayaran tunai.

(5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat
pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wjaib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar
1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal
jatuh  tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 23

Tata Cara Pembayaran adalah sebagai berikut:

a. dengan pertimbangan tertentu ditetapkan sarana lain untuk
pembayaran pajak selain menggunakan SSPD dapat juga
memakai blangko setoran bank; dan

b. pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak
dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 24

Bentuk, isi, ukuran dan tanda bukti pembayaran, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 25

(1) Bupati atau Kepala Badan yang ditunjuk berwenang
melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak serta tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pajak dan Retribusi.
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(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi
kelebihan pembayaran Pajak; dan

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang
menunjukkan bahwa Pajka yang terutang tidak atau
kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan
berdasarkan analisis risiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:

pemberian NPWPD secara jabatan;
penghapusan NPWPD;
penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

a0 TP

pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lai sebagaiamna dimaksud pada
ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau
pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan
Pemeriksaan.

Pasal 26

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 25, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa
meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan
dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak
yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagiamana dimaksud
dalam Pasal 25, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling
sedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan
kepada pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan
penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima  dokumen hasil Pemeriksaan serta
memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil
Pemeriksaan

(3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya
Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
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BAB VII
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 27

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Badan menerbitkan
STPD.

(2) Bupati atau Kepala Badan menerbitkan STPD dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda Jumlah tagihan dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf
b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah
dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak
yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran samapi dengan tanggal pembayaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan
dihitung penih 1 (satu) bulan.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak
yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dikenai sanksi adminstratif berupa bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak
yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VIII
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 28

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan
dasar Penagihan Pajak.
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Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau
pelunasan dapat dilakukan himbauan.

Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidka dilunasi setelah jatuh tempo
pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai perpajakan.

Pasal 29

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Bupati menunjuk Kepala
Badan untuk melaksanakan Penagihan.

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:

surat teguran;

surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
surat paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan;

surat perintah penyanderaan;

surat pencabutan sita;

pengumuman lelang;

surat penentuan harga limit;

OO Nk Wb

pembatalan lelang; dan

—
o

surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan
Penagihan Pajak

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 29 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh
Penanggung Pajak.

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang
Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, ataus Utang
Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak
diterbitkan Surat Teguran.

Dalma hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati
jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat
Teguran.
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Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak.

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang
Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali
dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat
perintah melaksanakan penyitaan.

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak
tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan
surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2) berwenang melaksanakan
penjualan secara lelang melalu kantor lelang terhadap
barang yang disita.

Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah
jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak
pengumuman lelang.

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar
biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang
Pajak yang belum dibayar.

Pasal 31

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan
Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan
Sekaligus apabila:

a.

b.

(1)

Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya atau berniat untuk itu;

Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang
dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan
atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang
dilakukannya di Indonesia;

terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan
membubarkan badan usahanya, menggabungkan
usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 32

Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap
Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik
melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan
besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan
dan/atau penyanderaan.



(2)

(3)
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Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung
Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau
terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Bentuk, jenis, isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan
penagihan pajak daerah, sebagiamana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 34

Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu S (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (6) kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah.

Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan
saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat
penetapan SKPD.

Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal ditebitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Teguran dan/atau Surat Paksa.

Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Wajib Pajak
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Kabupaten.

Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
kedaluwarsa Pengihan dhitung sejak tanggal pengakuan.
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BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 35

Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk
menentukan prioritas Penagihan Pajak.

Bupati atau Kepala Badan memerintahkan Jurusita Pajak
untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (3).

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

(6)

ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (3) sampai dengan batas waktu
kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalama
Pasal 34 ayat (1); dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal
daerah.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 36

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati

atau Kepala Badan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau Pemungutan oleh
pihak ketiga.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak
yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan
Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau
Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan kahar.

(4) Keaadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi :

a. bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;
. wabah penyakit; dan/atau

® oo o

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
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(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5)
tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman
tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan
surat keberatan yang diberikan Bupati atau Kepala Badan
kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat
keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka
waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar
pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan
Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 37

(1) Bupati atau Kepala Badan harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan
Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atau Kepala Badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (7).

(4) Keputusan Bupati atau Kepala Badan atas keberatan dapat
berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang
terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan
Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam Surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh
Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam
hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih
besar dari Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh
Wajib Pajak.
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(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Bupati atau Kepala Badan tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
diterima.

Pasal 38

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian

(2)

atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak
yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 39

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya

kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan
Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) paling lama
3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri
salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan
dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,

sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
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persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)
tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 41
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan
penyitaan, atau pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan
perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (1)
dan Pasal 38; dan

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan
Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke
badan peradilan pajak.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK
DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 42

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,
Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku
usaha di daerahnya.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau
penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan
secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya
yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain
yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro
dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten
dalam mencapai program prioritas Kabupaten; dan/atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten
dalam mencapai program prioritas nasional.
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(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan
Kabupaten dalam pengelolaan keuangan daerah.

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan
dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib
Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak
terhadap perekonomian Kabupaten dan lapangan kerja
di Kabupaten yang bersangkutan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha
mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan
ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di
bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan
prioritas Daerah yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau
Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian
proyek strategis nasional.

Pasal 43

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan permohonan Wajib
Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Kepala Badan dapat
melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang
mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk
menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan
faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan
ayat (5).

Pasal 44

(1) Bupati atau Kepala Badan dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan
kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak
atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.



-26-

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas,
tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari
golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas
tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam,
kebakaran, huru-hara dan/atau kerusuhan.

BAB XIII
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 45

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah
kepada Wajib Pajak, berupa:
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak; dan/atau
b. pemberian fasilitas angsuran atau  penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan
kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan
Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak
mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib
Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan
Bupati.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau
masa angsuran atau lamanya penundaan yang
dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.
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(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a
dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24
(dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan

pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak
yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

ayat (4) meliputi:

bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

. wabah penyakit; dan/atau

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
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BAB XIV
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 46

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan pembetulan
STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau
Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut
dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib
Pajak.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Bupati atau Kepala Badan dapat meminta data,
informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau
Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
surat permohonan pembetulan diterima.

Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan
membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat
berupa menambahkan, mengurangkan, atau
menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
Pajak; atau
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b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil
Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata
cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 47

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
atau Kepala Badan.

(2) Bupati atau Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama
12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)
dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Badan
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama
1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
Utang Pajak atau utang Pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB.

(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Badan
memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 48

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGHIMPUNAN DATA DAN/ATAU INFORMASI ELEKTRONIK
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 49

(1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah
Kabupaten dapat meminta data dan/atau informasi kepada
pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang
digunakan untuk transaksi perdagangan.
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(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan
orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki
peredaran usaha.

BAB XVII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 50
(1) Setiap Pelaku Usaha wajib menjadi Wajib Pajak.
(2) Setiap Wajib Pajak wajib:
a. membayar Pajak;

b. melaporkan Pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah;

c. menggunakan meteran air untuk penghitungan PAT;

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif
berupa:

a. teguran tertulis;
b. pemasangan segel peringatan kepatuhan;

c. publikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak melalui media
masa,;

d. penghentian sementara kegiatan usaha;

e. penghentian tetap kegiatan usaha;

f. pencabutan sementara terhadap izin; dan/atau
g. pencabutan izin secara permanen.

(4) Pengenaan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan secara akumulatif dan/atau
secara alternatif berdasarkan pertimbangan objektif
pemerintah daerah.

(5) Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami
keadaan Force Majeure atau Keadaan Kahar.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati
Kuningan Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 102) dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.
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Pasal 52
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam
Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 31 Desember 2024

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 31 Desember 2024

S MASEPTAUFIK ROHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 35



